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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Responden dalam penelitian ini adalah subbagian keuangan pada SKPD pemerintah kabupaten Sleman. Dari 129 kuesioner yang dibagikan, diperoleh 102 responden yang dapat dimasukkan dalam pengolahan data. Analisis data menggunakan program SPSS versi 24 dan metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda.


Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Pemerintah Daerah
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang


Menigkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Mahsun et.al, 2015).


Sebagai respon pemerintah terhadap tingginya tuntutan masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada tahun 2015. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan best practice di dunia internasional.


Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Jadi pengukuran kinerja harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran merupakan upaya konkret dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih berwujud dan terukur. Indikator dan ukuran kinerja finansial dan nonfinansial untuk target-target operasional tertentu memberikan garis pedoman (guide-lines) bagi manajemen menengah dan bawah. Hasil aktual yang dicapai untuk setiap indikator dan ukuran kinerja, menunjukkan tingkat ketercapain manajemen atas strategi yang dipilih. Review hasil aktual dengan ukuran kinerja yang ditetapkan memberikan masukan untuk diambilnya tindakan korektif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya (feedback).


Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan. Organisasi dengan karakteristik operasional yang berbeda membutuhkan ukuran kinerja yang berbeda pula. Suatu ukuran kinerja didasarkan atas kuantifikasi tingkat efisiensi dan efektivitas suatu pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dengan indikator dan ukuran kinerja yang sesuai dengan jenis kegiatan organisasi maka pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar melakukan perubahan, penghapusan dan perbaikan sehingga hasil operasi organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mahsun et.al, 2015).


Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan transfaransi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Sebagai upaya mewujudkan transparansi publik, akuntansi sektor publik berperan dalam pemberian keterbukaan informasi keuangan beserta penjelasannya dalam bentuk Catatan Atas Laporan Keuangan (Mahmudi, 2011).


Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan hak untuk didengar anspirasinya (right to be heard and to be listening to) (Mardiasmo, 2002).


Dalam upaya meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, maka organisasi publik harus didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal dan tepat waktu sehingga hak-hak publik dapat terpenuhi dan pemerintah sebagai subjek pemberi informasi dapat memenuhi tanggungjawabnya.


Sumber daya manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yng diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa.


Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan usaha atau kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yng menghasilkan nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.


Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Hasil penelitian Zuliarti (2012) menyebutkan bahwa, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif Terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola Keuangan Daerah, dan menyalurkan Keuangan Daerah kepada pelayanan publik agar proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dapat terselenggara.

      Menurut Martin (1999) teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras atau perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi informasi memiliki peranan penting untuk mencapai keunggulan kompetitif bagi organisasi.


Pemerintah Daerah tidak hanya diwajibkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi, pengendalian internal juga mutlak diperlukan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pemerintah dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan Terhadap peraturan perundang-undangan.


Pengendalian Intern Bidang Akuntansi, meliputi rencana organisasi dan prosedur serta catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta/ aktiva dan dapat dipercayainya catatan keuangan daan dirancang untuk meyakinkan:

(a) Transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan/wewenang    manajemen, baik bersifat umum atau khusus.

(b) Transaksi dicatat agar memudahkan:

b.1 penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau kriteria lain yang sesuai dengan tujuun laporan tersebut.

b.2 mengadakan pertanggungjawaban atas aktiva.

      (c)  Penggunaan atas aktiva diberikan hanya dengan persetujuan manajemen.

      (d)  Jumlah aktiva seperti yang ada pada laporan/catatan perusahaan dibandingkan  dengan aktiva yang ada dan bila terjadi perbedaan dilakukan dengan tindakan yang tepat.


Ariesta (2013) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfataan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. kualitas sumber daya manusia, pemanfataan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan Terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


Hasil penelitian Roshanti et.al, (2014) menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfataan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfataan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan Terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


Penelitian yang dilakukan Roshanti et.al, (2014) menemukan adanya hubungan antara sistem pengendalian intern dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan, dimana dalam penelitian terdahulu belum terdapat pengembangan

hipotesis mengenai hubungan pengendalian intern dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan.


Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan meneliti hubungan antara kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi Terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan mengambil judul:

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)”.
1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan pokok permasalahannya, yaitu :

1) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3) Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
5) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatwaktua pelaporan keuangan pemerintah daerah?
6) Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
7) Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
8) Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai: (i) laporan keuangan, tujuan dan peranan pelaporan keuangan (ii) faktor yang mempengaruhi nilai informasi keuangan pemerintah seperti kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi (iii) pemerintah daerah, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang dirangkai dengan kerangka pemikiran.
2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,  kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 

d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi Terhadap anggarannya;

e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f)  menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
2.2. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

2.2.1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya Terhadap peraturan perundang undangan. 

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

(e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
2.2.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

(a)  Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya    keuangan;

(b)  Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

(c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

(d)  Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

(e)  Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

(f)   Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2.3.
Kualitas Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi (Mathis dan Jackson (2006).

Menurut Wahyono (2004:12) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumberdaya yang menghasilkannya. Laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tersebut benar atau valid. Sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan atau keahlian akuntansi yang memadai yang dapat dicapai dengan adanya kemauan untuk belajar dan mengasah kemampuannya dibidang akuntansi (Roshanti et.al., 2014)

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004) dalam Winidyaningrum (2009), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. 
2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut kamus Oxford (1995) dalam Kadir (2002) teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. sedangkan menurut (Alter) 1992 dalam Kadir (2002) teknologi informasi mencakup perangkata keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data. 

Pemanfaatan teknologi informasi adalah kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk memperkuat peran sumber daya manusia dalam menyajikan informasi yang diperlukan organisasi atau instansi tertentu (Kadir, 2002).
2.5. Pengendalian Intern Akuntansi
Pengendalian intern (internal) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah dicapai.

· Mengamankan aset−mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan atau penempatan yang tidak sah.

· Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan/organisasi secara akurat dan wajar.

· Memberikan informasi yang akurat dan reliabel.

· Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

· Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.

· Mendorong ketaatan Terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan.

· Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketatan Terhadap peraturan perundang-undangan.


Menurut Mulyadi (2013) Pengendalian Intern Akuntansi, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Unsur-unsur pokok yang diperlukan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain: (a) adanya perlindungan fisik Terhadap harta; (b) pemisahan fungsi organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya manusia yang optimal. Komponen penting yang terkait dengan pengendalian akuntansi antara lain sebagai berikut:   
a. Sistem dan prosedur akuntansi
Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 tahun 2005): (1) sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (2) sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (3) sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (4) sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

b. Otorisasi
Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau kalaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal. 

c. Formulir/dokumen dan catatan 
Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti tarnsaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan
formulir/dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.
d. Pemisahan tugas
Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan dan korupsi (Winiadyaningrum, 2009).

2.6.  Nilai Informasi 
McFadden et.al. (1999) dalam Kadir (2002) mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diperoses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Sedangkan menurut Davis (1999) dalam Kadir (2002) informasi adalah data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.

Nilai informasi (value of information) ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya (Jogiyanto, 2000 dalam Kadir, 2002), Suatu informasi dianggap bernilai kalau manfaatnya lebih efektif dibandingkan denga biaya untuk mendapatkannya. Pada kenyatannya, nilai informasi tidak mudah dinyatakan dengan ukuran yang bersifat kuantitatif (Wilkinson, 1992). Namun, nilai informasi dapat dijelaskan menurut skala relatif. Misalnya, jika suatu informasi dapat menghasilkan hal yang mengurangi ketidakpastian bagi pengambil keputusan. Maka, nilai informasinya tinggi. Sebaliknya, sekiranya informasi kurang memberikan relevansi bagi pengambil keputusan, informasi tersebut dikatakan kurang bernilai atau nilai informasinya rendah.

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pengguna yaitu :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Akan tetapi, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomik pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

3. Keandalan (Keterandalan)

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable) Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalakan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful refresentasion) dari seharusnya yang disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisis dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antarperiode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

Untuk menyajikan informasi relevan dan andal lazimnya akan ada dihadapi. Kendala tersebut kadang sulit dihindari dan hanya mungkin dikurangi atau dipilih alternatif yang ada secara bijak. Kendala yang sering jail dihadapi adalah mengenai :

1. Ketepatwaktuan (tepat waktu)

Informasi yang siap digunakan oleh para pemakainya, sebelum kehilangan makna dan kualitasnya dalam mempengaruhi dan menentukan berbagai keputusan. Tepat waktu dalam arti penyusunannya maupun dalam hal penyampaian informasi tersebut kepada pemakai.

1. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Proses dan pengelolan data untuk menghasilkan informasi memerlukan biaya. Makin akurat, rinci, dan tepat waktu suatu informasi, maka biaya yang dibutuhkan juga akan makin besar. Tentunya tidak dapat dibenarkan bila biaya untuk menghasilkan informasi adalah lebih besar dari manfaat yang dapat diharapkan dari informasi tesebut. 

2. Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif

Dalam praktik, keseimbangan atau trade-off diantara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya, tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.

2.7. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah memiliki program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak pihak yang menjadi stakeholder sebagai implikasi atas pelaksanaan otonomi daerah.
2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian sebelumnya

	No
	Peneliti
	Tahun
	Judul
	Hasil

	1
	Desi

Indriasari

dan

Ertambang

Nahartyo
	2008
	Pengaruh Kualitas

Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian
Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah
Kota

Palembang
dan

Kabupaten Ogan Ilir).
	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian
intern
akuntansi
memiliki
pengaruh
positif
terhadap keterandalan pelaporan
keuangan
pemerintah
daerah.
kualitas
SDM
berpengaruh negatif. Pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas
SDM memiliki
pengaruh positif Terhadap ketepatwaktuan pelaporan
keuangan
pemerintah daerah.

	2.
	Celviana Winidyaningrum
	2009
	Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi Terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)
	SDM dan Pemanfaatan teknologi informasi, memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi, memiliki pengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. SDM berpengaruh negatif.

	3
	Zuliarti
	2010
	Pengaruh Kualitas
Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,


dan Pengendalian


Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi

Pelaporan Keuangan

Pemerintah
Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten
Kudus.
	Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh
terhadap
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan
keuangan pemerintah daerah.

Kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.


	4.
	Hendra, Wangsyah, Darwanis, Usman Bakar
	2012
	Pengaruh Kualitas
Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,
 

dan Kegiatan Pengendalian Intern
Terhadap Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan SKPD

 pada Provinsi Aceh
	Kualitas sumber daya manusia,
pemanfaatan teknologi informasi dan kegiatan pengendalian berpengaruh
terhadap nilai informasi pelaporan
keuangan SKPD.

	5.
	Fadila Ariesta
	2013
	Pengaruh Kualitas
Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,

Dan Pengendalian


Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan
Keuangan Pemerintah
Daerah: Studi Pada Pemerintah 

Kabupaten Pasaman Barat.
	Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumberdaya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

	6.
	Arina Roshanti, Edy Sujana, Kadek Sinarwati
	2014
	Pengaruh kualitas
sumber Daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,


dan sistem pengendalian intern 

Terhadap nilai informasi pelaporan
keuangan pemerintah
daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten
Buleleng.
	Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,


dan sistem pengendalian intern

berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah


BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mencakup lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, metoda sampling yang ditempuh, definisi operasional variabel, dan data yang akan dikumpulkan, teknik pengumpulan data, alat analisis data serta uji hipotesis.
3.1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanan di Kabupaten Sleman

3.2. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah subbagian akuntansi pada SKPD (satuan Perangkat Daerah) Kabupaten Sleman. Sedangkan metode pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling yang pemilihannya berdasarkan pertimbangan (judgment sampling) agar dapat memperoleh informasi sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian (Indriantoro et.al, 1999). Dengan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003 dalam Desi dan Ertambang 2008, dalam Zuliarti, 2012) Kriteria responden dalam penelitian ini antara lain:

1. Para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD.

2. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan, sehingga tiap SKPD ditetapkan secara cluster sampling sebanyak 3 orang yang menjadi responden.

3. Responden ditetapkan pada kepala bagian, staf pencatatan keuangan/akuntansi dan staf pemegang kas SKPD.

3.3.  Metode Sampling

Dalam penelitian ini, metode sampling yang ditempuh sebagai berikut:

1. Pemilihan sampel berdasarkan kelompok (clustered sampling) merupakan pemilihan sampel berdasarkan kelompok dapat dilakukan melalui satu tahap (one stage) atau beberapa tahap (multi stage) penentuan unit sampel.

2.  Pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (judgment sampling) merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian).

3.4.  Definisi Operasional Variabel

3.4.1.  Variabel Bebas (Independen Variabel)

3.4.1.1.  Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Arfianti, 2011)


3.4.1.2.  Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jugiyanto (12:1995) pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi

merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan (Ariesta, 2013).

3.4.1.3.  Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian intern (internal) akuntansi merupakan metode-metode dan prosedur-prosedur yang terutama bersangkutan dengan otorisasi transaksi, usaha melindungi aktiva, dan ketepatan catatan (Izlahuzzaman, 2012).

3.4.2.  Variabel Terikat (Dependen Variabel)

3.4.2.1.  Nilai Informasi 

Menurut Suwardjono (2005:111) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Suwardjono (2005:165) agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut (Ariesta, 2013).

Keterandalan (Keandalan) adalah kualitas informasi yang menjamin baahwa, informasinya bebas dari kesalahan dan penyimpangan (error and bias), serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai dengan tujuannya (Izlahuzzaman, 2012).

Ketepatwaktuan merupakan suatu kualitas informasi akuntansi yang menyangkut ketepatwaktuan, baik dalan hal pemrosesan maupun dalam penyampaian informasi akuntansi kepada pemakai (Izlahuzzaman, 2012).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dimana data primer (Primary Data) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) Indriantoro et.al (1999). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Survei (survey method) dengan cara mendatangi secara langsung kantor SKPD Kabupaten Sleman dan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden, yakni bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyebaran kuesioner tersebut berlangsung selama tiga minggu.
3.6 Model Penelitian
Model Pertama
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Model Kedua
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4.1.  Pengujian Hipotesis (Model Pertama)
Untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan maka digunakan uji parsial (menguji individual variabel bebas terhadap varibal terikat).

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan 


Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh nilai koefisien regresi kualitas sumber daya manusia sebesar -0,007. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi kualitas sumber daya manusia adalah 0,907 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis H1 yang menyatakan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ditolak.

2.  Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan    Pelaporan Keuangan 


Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi 0,151, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pemanfataan teknologi informasi adalah 0,028 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan Terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis satu H2 yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah diterima.

3.  Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan  Pelaporan Keuangan 

Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh nilai koefisien regresi pengendalian intern akuntansi 0,592, hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pengendalian intern akuntansi adalah 0,000 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis H3 yang menyatakan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah diterima.

4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel 4.19 tampak bahwa nilai F hitung sebesar 57,122 lebih besar dari F tabel sebesar 2,70 dengan angka signifikansi = 0,000 < α = 0,05. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis H7 yang menyatakan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah diterima.

4.2.  Pengujian Hipotesis (Model Kedua)
Untuk menentukan diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan maka digunakan uji parsial (menguji individual variabel bebas Terhadap varibal terikat).

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatwaktuan     Pelaporan Keuangan 


Berdasarkan tabel 4.21, diperoleh nilai koefisien regresi kualitas sumber daya manusia sebesar 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi kualitas sumber daya manusia adalah 0,765 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis H4 yang menyatakan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan Terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah ditolak.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatwaktuan    Pelaporan Keuangan 


Berdasarkan tabel 4.20, diperoleh nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi 0,099, hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pemanfataan teknologi informasi adalah 0,008 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis satu H5 yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan Terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah diterima.

3.  Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Ketepatwaktuan    Pelaporan Keuangan 

Berdasarkan tabel 4.20, diperoleh nilai koefisien regresi pengendalian intern akuntansi 0,176, hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif Terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Nilai signifikansi pengendalian intern akuntansi adalah 0,000 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis H6 yang menyatakan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah diterima.

4.  Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel 4.23 tampak bahwa nilai F hitung sebesar 24,326 lebih besar dari F tabel sebesar 2,70 dengan angka signifikansi = 0,000 < α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Dengan demikian hipotesis H8 yang menyatakan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah diterima.
4.3.  Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis H1 dan H4 didapatkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung secara empirik studi yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Zuliarti (2012), dan Fadila (2013) yang menghasilkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan serta hasil penelitian Celviana (2009) yang mengatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kejadian ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi, dimana subbagian keuangan atau akuntansi tidak memiliki staf yang berkualitas dan sumber daya operasional pendukung yang cukup sehingga akan menghambat penyusunan pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan berdampak pada keandalan (keterandalan) dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis H2 dan H5 menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan Celviana (2009), Zuliarti (2012), fadila (2013) yang menghasilkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan keinginan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, agar Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga H3 dan H6 ditemukan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Celviana (2009), Zuliarti (2012), dan Fadila (2013) yang menghasilkan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan serta Arina, Edy, dan Kadek (2014) yang menghasilkan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern akuntansi sebagaimana yang diinginkan pemerintah dengan dikeluarkannya SPIP untuk menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga H7 dan H8 ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arina, Edy, dan Kadek. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan dan ketepatwaktuan laporan keuangan melalui kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi.
BAB V

PENUTUP


5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfataan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi, dimana subbagian keuangan atau akuntansi tidak memiliki staf yang berkualitas dan sumber daya operasional pendukung yang cukup.

2. Pemanfataan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi yang baik akan menghasilkan nilai informasi keungan yang baik pula.

3. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kegiatan pengendalian ini tentunya menjamin semua pencatatan akuntansi dan keuangan pemerintah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan keterandalan suatu laporan keuangan akan tercapai.

4. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh sumber daya operasional yang cukup sehingga akan menghambabat penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. Pemanfataan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuaan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasinya yaitu ketepatwaktuan.

6. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern dapat meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap pegawai untuk mematuhi prosedur-prosedur kerja dengan baik yang pada akhirnya menuntun pegawai untuk menghasilkan pelaporan keuangan dengan tepat waktu.

7. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pemerintah daerah.

8. kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pemerintah daerah.

5.2.  Keterbatasan 

1. Sebagian responden kurang memahami pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

2. Penelitian ini dilakukan hanya di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir ke semua objek. Dengan kata lain validitas eksternal dari hasil penelitian ini masih rendah.

3. Penelitian ini hanya menggunakan satu proksi variabel dari nilai informasi pelaporan keuangan dan satu proksi dari kendala nilai informasi yang relevan dan andal atas pelaporan keuangan.

5.3.   Saran 

1. Melengkapi metoda survey dengan wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan yang ada. 

Menambah proksi variabel dependen lain yang terkait dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah seperti dapat dipahami, relevan, dan dapat dibandingkan.
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